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Pendahuluan

Dewasa ini semakin banyak tuntutan yang
tidak dapat dihindari khususnya tuntutan
dalam kemajuan ekonomi. Tuntutan dalam era
globalisasi ini memang sudah seharusnya
menjadi perhatian bagi pemerintah, karena
dalam memajukan ekonomi tidak bisa hanya
mengandalkan perusahaan swasta ataupun
investor asing akan tetapi, pemerintah juga
memiliki peran yang sangat penting dalam
menciptakan kemajuan ekonomi di suatu
negara. Banyak hal yang harus dipersiapkan
oleh pemerintah untuk menciptakan tingkat
kemajuan ekonomi yang signifikan. Semua
aktivitas yang terjadi didalam sebuah instansi
pemerintahan menjadi perhatian penting
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This research aims to see the impact on the use of the SAKTI application on the West
Sumatra Province BPKP Representative as well as reviewing how the internal control
system practices for the application so that it can provide good integration in the
preparation of accountability reports and financial reports. The qualitative approach is the
approach used in this research. There are several sources who are the core informants in
this research, namely parties who directly use the SAKTI application for each module. The
data collection process in this research used interviews, document reviews, and
documentation related to the SAKTI application. The research results show that using the
SAKTI application makes it very easy for BPKP representatives of West Sumatra Province
to make accountability reports and financial reports. Apart from that, since the existence
of the magic application, the internal control system over finances has become better.

terutama  dalam
keuangan didalamnya.

kegiatan  pengelolaan

Setiap kegitan pengelolaan keuangan pasti
memerlukan sistem akuntansi didalamnya
bukan hanya perusahaan saja akan tetapi,
pemerintah juga memiliki sistem akuntansinya
sendiri. Tujuan penggunaan sistem akuntansi
pemerintahan berbeda dengan perusahaan
pada umumnya, karena Instansi Pemerintahan
disini tidak menggunakan sistem akuntansi
untuk memperhitungan keuntungan ataupun
kerugian yang diperoleh akan tetapi, sistem
akuntansi didalam sebuah Intansi Pemerintah
diharapkan dapat menjadi pengatur dan
pengendali seluruh kegiatan pengelolaan
keuangan. Sistem akuntasi didalam Instansi
Pemerintahan diharapkan dapat berjalan
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efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan
yang telah dibuat oleh pemerintah.

Seiring dengan perkembangan zaman salah
satu alat sistem akuntansi yang digunakan juga
akan semakin canggih. Tidak hanya untuk
perusahaan asing atau swasta namun juga
untuk sektor pemerintahan. Dalam era ini
sistem akuntansi sudah maju dengan sangat
pesat salah satu yang sering ditemui yaitu
sistem akuntansi berbasis aplikasi ataupun
web yang dapat digunakan dimanapun dan
kapanpun hanya dengan bantuan internet.
Sebagai suatu upaya untuk mengikuti
perkembangan teknologi dimasa kini semua
proses pengelolaan keuangan, pencairan dana,
dan pembuatan laporan pertanggungjawaban,
penyimpanan dan pencatatan atas pengelolaan
keuangan negara sudah tidak lagi dilakukan
secara manual akan tetapi dalam era ini semua
sudah menggunakan sistem akuntansi berbasis
aplikasi.

Sebagaimana sistem informasi telah
dikembangkan dan dimanfaatkan di berbagai
sektor privat, Pemerintah Indonesia pun
menyadari bahwa Sistem Informasi memegang
peranan yang penting dalam mewujudkan
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

(good  government  governance).  Oleh
karenanya, pemerintah berupaya
menyelaraskan layanan publik terhadap

kemajuan teknologi dalam bentuk penerapan
layanan elektronik atau yang biasa disebut
sebagai E-Government.

Penerapan e-government di Indonesia,
khususnya dalam bidang pengelolaan
keuangan negara, salah satunya terwujud
dalam bentuk Integrated Financial
Management Information System (IFMIS).
Tujuan dari implementasi IFMIS antara lain
ialah untuk mengatasi masalah-masalah yang
muncul akibat penggunaan sistem manual atau
sistem yang terpisah-pisah dalam pengelolaan
anggaran dan proses akuntansinya.
Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi
ketidakandalan dan keterlambatan data
pendapatan dan belanja dalam perencanaan,
pengawasan, dan pelaporan anggaran serta
pengendalian belanja yang berdampak buruk

pada pengelolaan anggaran secara
keseluruhan.

Perubahan dan  perbaikan  sistem
administrasi pemerintahan melalui
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pemanfaatan teknologi kini bukan hanya
merupakan suatu kebutuhan, melainkan telah
menjadi  sebuah  tuntutan. Digitalisasi
pengelolaan pada sektor publik tidak lagi
hanya didasarkan pada pencapaian efektifitas,
efisiensi, serta pengurangan biaya saja tetapi
telah beranjak menjadi sebuah tuntutan dari
masyarakat penerima layanan. Sebagai suatu
upaya untuk memenuhi tuntutan tersebut,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (D]Pb),
Kementerian Keuangan, telah
mengembangkan suatu sistem aplikasi
terintegrasi yang diperuntukkan bagi seluruh
satuan Kkerja (satker) instansi pemerintah
pusat di seluruh Indonesia yang diberi nama
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
(SAKTTI).

SAKTI merupakan proyek berskala nasional
yang menghabiskan biaya, waktu, tenaga dan
pikiran yang tidak sedikit. Oleh karenanya,
Keberhasilan penerapan SAKTI merupakan
salah satu prioritas utama dalam inisiatif

strategis DJPb, Kementerian Keuangan.
Implementasi SAKTI, sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan nomor 223/PMK.05/2015 dan
nomor 131/PMK.05/2016, diawali dengan
tahapan uji coba terbatas (piloting) mulai
tahun 2015 dan terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan No. 203/PMK.05/2019
tanggal 27 Desember 2019 tentang perubahan
atas PMK-159/PMK.05/2018 tanggal 14 Des
2018 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
(SAKTI) merupakan sebuah aplikasi sebagai
bagian IFMIS vyang digunakan secara
mandatory oleh instansi/satuan  Kkerja
pengelola dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik
dalam lingkup Kementerian/Lembaga maupun
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
Pemerintah Daerah. Sistem ini dibangun guna
mendukung  prinsip-prinsip  pengelolaan
keuangan yang tertib, efektif, efisien, ekonomis,
transparan, akuntabel, terintegrasi dan
berbasis kinerja. Fitur utama SAKTI antara lain
ialah integrasi basis data dan Integration Layer
yang memungkinkan komunikasi dengan
sistem lainnya (internal Kemenkeu, perbankan,
market-place, dan internal K/L), single entry
point sehingga dapat menghilangkan redudansi
transaksi dan human error atas transaksi yang
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sama, menerapkan akuntansi berbasis akrual,
dan jaminan keamanan data.

Landasan Teori
Sistem Akuntansi Pemerintahan

Menurut PMK No 238/PMK.05/2011
pasal 1 Sistem Akuntansi Pemerintah adalah
rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai dengan pelaporan
keuangan di lingkungan organisasi
pemerintah.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
(LPJ Bendahara)

Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara (LP] Bendahara) adalah laporan
yang dibuat oleh Bendahara
Penerimaan/Pegeluaran atas uang/surat
berharga yang dikelolanya sebagai
pertanggungjawaban pengelolaan uang. Dasar
Hukum dari LP] Bendahara adalah Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-
03/PB/2014 tentang Petunjuk  Teknis
Penatausahaan, Pembukuaan, dan
Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan
Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara

Aplikasi SAKTI

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
(SAKTI) adalah aplikasi yang diperuntukkan
untuk  mendukung pelaksanaan sistem
perbendaharaan dan penganggaran negara
pada instansi pemerintah meliputi 9 modul,
yaitu: Modul Penganggaran, Modul Komitmen,
Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul

Aset  Tetap, Modul Piutang, Modul
Administrasi, serta Modul Akuntansi dan
Modul Pelaporan. Aplikasi ini

mengintegrasikan seluruh aplikasi satuan kerja
pada lingkup Kementerian Keuangan, sehingga
memudahkan dalam melakukan pengelolaan
keuangan yang meliputi tahap perencanaan
sampai tahap pertanggungjawaban anggaran
dengan menerapkan konsep single database.
Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas
akuntansi dan pelaporan pada suatu satuan
kerja secara elektronik.
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Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kualitatif,
menggunakan teknik studi kasus dengan
pendekatan analisis deskriptif. =Metode
penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur
penelitian yang menggunakan data deskriptif
berupa kata-kata tulisan maupun lisan dari
orang dan pelaku yang dapat memberikan
informasi secara langsung yang diperlukan
oleh pihak peneliti Menurut Sutikno &

Hadisaputra (2020) penelitian deskriptif
kualitatif adalah menguraikan pendapat
responden apa adanya sesuai dengan

pertanyaan penelitian, kemudian dianalisisi
dengan kata-kata yang melatarbelakangi
responden berperilaku seperti itu, direduksi,
ditringulasi, disimpulakan dan juga
diverifikasi. Penelitian ini akan berfokus untuk
melihat bagaimana dampak dari penerapan
aplikasi SAKTI pada Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat dan Bagaimana penerapan
sistem pengendalian internal atas aplikasi
tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti akan
mengumpulkan data-data dengan melakukan
obeservasi, dokumentasi dan wawancara
langsung. Penelitian ini dimaksudkan untuk
memperoleh informasi yang mendalam
mengenai efektivitas penggunaan sistem
aplikasi  terintegrasi dalam pengelolaan
keuangan dan pembuatan laporan
pertanggungjawaban bendahara di BPKP
Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, dalam
penelitian ini diharapkan peneliti dapat
mengetahui kendala serta evaluasi terhadap
penggunaan sistem aplikasi terintegrasi dalam
pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan
pertanggungjawaban bendahara di BPKP
Provinsi Sumatera Barat

Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder dan data
primer. Menurut Sugiarto (2022) data
sekunder yaitu sumber data yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul
data, misalkan lewat orang lain atau lewat
dokumen. Dalam penelitian ini peneliti akan
mengamati secara mendalam serta mencari
informasi-informasi yang mendetail. Dalam
analisis situasi sosial untuk kepentingan
penelitian, peneliti akan melakukan penggalian
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data di BPKP Provinsi Sumatera Barat dengan
melibatkan beberapa informan terkait yaitu:

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

2) Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM)

Bendahara Pengeluaran

Admin

Operator Komitmen

Anggaran

3)
4)
5)
6)

Hasil dan Pembahasan

A. Temuan Penelitian

Dampak atas Penerapan Aplikasi SAKTI
pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Barat

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
(SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan
sebagai sarana bagi satker dalam mendukung
implementasi SPAN  untuk melakukan
pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan
perencanaan hingga pertanggungjawaban
anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh
aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi
utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan
hingga Pertanggungjawaban Anggaran.

Selain itu, SAKTI menerapkan konsep
single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh

entitas akuntansi dan entitas pelaporan
Kementerian = Negara/Lembaga.  Seluruh
Transaksi entitas akuntansi dan entitas

pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.
SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI
offline, yang menggunakan sistem single entry
point, single database, dan akuntansi berbasis
akrual. Modul dalam aplikasi SAKTI Modul

Penganggaran; Modul Komitmen; Modul
Pembayaran; Modul Bendahara; Modul
Persediaan; Modul Aset Tetap; Modul

Pelaporan; Modul Administrator.

Adanya aplikasi SAKTI memberikan
kemudahan kepada satker dalam melakukan
pekerjaan sehingga mempercepat proses
pengerjaan laporan pertanggungjawaban dan
laporan keuangan dari satuan kerja (satker)
dalam hal ini Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatea Barat. Aplikasi sakti juga telah
terintegrasi semua modul dalam satu sistem
sehingga semakin memberikan kemudahan
kepada pengguna. Hal ini juga sesuai dengan
hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu
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Mareta Fitri selaku bendahara sekaligus yang
menjadi operator untuk modul anggaran:

"Kalau untuk perbedaan, sangat
berbeda karena sebelumnya kita
menggunakan aplikasi yang namanya
sas dimana aplikasi itu tidak terintegrasi
untuk semua modul dan sakti sudah
terintegrasi dan nyambung dengan
aplikasi KPPN yaitu SPAN”

Berdasarkan hasil wawancaran
tersebut dapat diketahui bahwa SAKTI
merupakan aplikasi yang sudah terintegrasi
dalam hal penyusunan laporan keuangan
untuk satker khususnya Perwakilan BPKP
Sumatera Barat. Terintegrasinya sistem yang
ada pada aplikasi SAKTI untuk berbagai macam
modul membuat satu orang user bisa
bertanggung jawab atas beberapa modul
seperti halnya yang dipegang oleh bendahara
diantaranya adalah modul bendahara,
anggaran, dan pembayaran. Hal ini juga sesuai
dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu
Mareta Fitri selaku bendahara pada BPKP
Provinsi Sumatera Barat:

”Ketiga modul tersebut teintegrasi untuk
satu user, sehingga ~memberikan
kemudahan bagi kami untuk
mengontrol setiap modul. Dan hal
seperti ini tidak bisa dilakukan pada
aplikasi sebelumnya yang disediakan
oleh Kementrian Keuangan”

Dalam implementasi SAKTI ini sendiri
tentunya akan memunculkan suatu resiko atau
kendala yang dihadapi oleh user yang
bertanggung jawab atas suatu modul sehingga
bisa menyebabkan adanya kemungkinan-
kemungkinan yang bisa memperumit
pekerjaan. Namun hal ini berbanding terbalik
dengan pernyataan yang diberikan oleh ibu Ibu
Mareta Fitri selaku bendahara pada BPKP
Provinsi Sumatera Barat yang menyebutkan
bahwa kendala yang dihadapi justru lebih ke
deadline waktu yang singkat dan jarak waktu
antara instruksi dari pusat. Berikut ini
merupakan kutipan wawancara bersama
Bendahara dari Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat:
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"Untuk kendala, di pembagian waktu
karena kadang saat saya mengerjakan
tugas sebagai bendahara untuk tugas
sebagai pegang anggaran pun juga ada
jadi keduanya harus dikejar bersamaan.
Untuk modul anggaran itu biasanya
mendesak terus, karena kita menunggu
instruksi dari pusat kadang deadlinenya
2 hari setelah surat terbit. kendalanya
lebih ke pembagian waktu aja sih”

Meskipun terdapat kendala dalam hal
deadline tapi adanya aplikasi SAKTI sangat
mempermudah pekerjaan dari Bendahara
karena lebih bisa memberikan kemudahan
dalam hal rekonsiliasi karena sudah bisa
dilakukan by system. Hal ini sesuai dengan
pernyataan yang diungkapkan oleh Bendahara
dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Barat:

"Sangat mempermudah ya dan saya pun
saya menjabat sebagai bendahara itu
pada saat sakti sudah diterapkan jadi
saya tidak pengalaman untuk aplikasi
sebelumnya tapi kalau mendengar cerita
bendahara sebelumnya kalau sakti lebih
mudah kita tinggal merekon antara
bank dengan saldo di sakti kita tidak
harus rekon secara manual karena itu
sudah terintegrasi semua dengan KPPN”

Walaupun dalam implementasi SAKTI
ini memberikan kemudahan untuk melakukan
pekerjaan yang sudah by system, tapi
Bendahara juga membuat input secara manual
yang berfungsi sebagai kontrol sehingga
apabila terdapat selisih nantinya bisa
disesuaikan dengan hitungan manual yang
telah dilakukan.

Modul bendahara dalam proses
integrasi  transaksi menjadi = Laporan
Pertanggungjawaban harus melalui beberapa
proses yang harus dilakukan terlebih dahulu
sebelum diinput ke Aplikasi SAKTI. Berikut ini
merupakan proses yang harus dilakukan pada
modul bendahara sehingga bisa menjadi
laporan pertanggungjawaban seperti kutipan
hasil wawancara bersama Bendahara dari
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat:
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"Pertama saya menerima berkas spj yg
hardcopy dan saya cocokkan dengan
spby yang ada di sakti dan telah dicatat
oleh verifikatur. Nah kalau cocok saya
akan meproses jadi kwintansi. Kedua,
Setelah menjadi kwintansi itu saya akan
membuat daftar DRPP dari daftar
tersebut akan terbentuk spp. Ketiga, dari
SPP akan terbentuk menjadi SPM.
Keempat, setelah SPM akan diproses dan
dikirim ke KPPN. biasanya diproses
langsung pada hari itu juga dan uang up
itu akan masuk siang, namun jika saya
input siang maka terbit SP2D nya itu
keesokkan harinya. Kelima, apabila
sudah terbit SP2D saya akan melakukan
pencatatam SP2D. maka setelah itu akan
saya cata uang masuk dan itu lah
rutinitas yang saya lakukan apabila
sudah mencukupi 50% dari UP maka
akan saya lakukan GUP. Keenam diakhir
bulan akan saya buat LPJ. LP] itu itu
awal bulan berikutnya dengan cara
mencocokan saldo pada sakti dengan
saldo di rekening bendahara apabila
sudah cocok akan saya buat LPj pada

menu  bendahara  dan  laporan
bendahara pengeluaran di sakti dan
baru saya kirim ke KPPN”

Melalui proses yang telah dijelaskan
oleh Bendahara dari Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat dapat diketahui bahwa untuk
bisa mengintegrasikan laporan
pertanggunjawaban ke SAKTI dibutuhkan
beberapa proses manual yang memang harus
dilaksanakan terlebih dahulu, hanya saja
dengan adanya sakti proses-proses tersebut
terasa lebih mudah untuk dilaksanakan.
Laporan pertanggungjawaban sendiri nantinya
akan terintegrasi pada aplikasi lain yaitu SPRIN
yang merupakan aplikasi yang juga
dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan.

Selain SPRIN, juga terdapat modul
penganggaran yang juga memiliki aplikasi
tersendiri yaitu RKKL yang berfungsi untuk

mendukung proses pengganggaran dan
semenjak adanya aplikasi SAKTI modul
penganggaran lebih terintegrasi karena

melalui SAKTI user hanya perlu memonitoring
proses penganggaran pada SAKTI tersebut. Hal
ini juga sejalan dengan pernyataan yang
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disampaikan oleh Bendahara dari Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Barat:

"Ada aplikasi tersendiri namanya RKKL.
proses pengerjaannya langsung di
aplikasi itu berbentuk desktop itu, nanti
melalui aplikasi itu dan setiap ada
penyusunan anggaran kita antar ke
kanwil adk sama hardcopy nya. Setelah
sakti kita sudah by aplikasi semua dan
tinggal monitoring di aplikasi”

Semua modul tentu memiliki proses
masing-masing pada aplikasi SAKTI, berikut ini
merupakan proses penganggaran pada aplikasi
SAKTI berdasarkan penjelasan yang diberikan
oleh Bendahara dari Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat:

” Pertama, kami mendapatkan pagu
indikatif dari kantor pusat BPKP. Kedua,
dari pagu tersebut kami akan menyusun
RAB. Ketiga, dari RAB disusun secara
rinci dan sesuai kantor pusat dan diinput
ke SAKTI. Keempat, setelah diinput pada
sakti akan diproses lebih lanjut oleh
kantor pusat bpkp. Sedangkan untuk
revisi ada dua caranya: satu, diproses
oleh satker dengan cara langsung
mengupload dan kirim ke kanwil
sedangkan kalo diproses oleh pusat
satker hanya upload lalu di approve abis
itu akan dikirim kdja itu lewat kantor
pusat”

Secara keseluruhan jika dilihat dari
modul bendahara, anggaran, dan pembayaran
aplikasi  SAKTI sangat mempermudah
pekerjaan satuan kerja khususnya Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Barat karena sistem
dari aplikasi tersebut sudah sangat terintegrasi
sehingga bisa memberikan kemudahan kepada
user dalam menjalankan tugasnya untuk
melakukan  pengelolaan keuangan dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban
sehingga hal tersebut bisa menjadi keunggulan
tersendiri. Sesuai dengan pernyataan yang
disampaikan oleh Bendahara dari Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Barat:

"Semua sudah terintegrasi, sehingga
kemenkeu mudah memonitoring apa
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saja yang dilakukan oleh satker mulai
dari anggaran, transaksi belanja sampai
ke pelaporannya. Kemudian juga sudah
by sistem semua dan mempersingkat
waktu dalam proses pengerjaan”.

Selain pendapat dari Bendaraha
tersebut, juga terdapat pendapat dari Bapak
Arianto selaku selaku Kepala Bagian Umum
dan selaku PPK yang menyampaikan bahwa
penerapan aplikasi SAKTI sudah bisa
memenuhi kebutuhan dari satker khususnya
perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
karena SAKTI mampu mempercepat proses
pengerjaan laporan keuangan dan laporan
pertanggungjawaban yang selama ini belum
integrasi satu sama lain. Melalui Aplikasi SAKTI
juga proses pembuatan laporan keuangan dan
laporan pertanggungjawaban sudah terlaksana
secara runut dan lebih menerapkan prinsip
kehati-hatian dalam proses pengerjaannya.
Berikut ini kutipan wanancara bersama Bapak
Arianto selaku selaku Kepala Bagian Umum
dan selaku PPK:

” Bagi saya lebih mempercepat, selama
ini proses untuk menyusun laporan
keuangan yaitu 3 aplikasi simak,
persediaan, saiba, irekon. itu sangat
merepotkan waktu itu, karena kita harus
kirim adk dulu terus digabung terus baru
ke saiba setelah itu baru kirim kppn dan
kalau salah ulang lagi. Setelah ada
irekon kita ga perlu ke kppn lagi, tapi
itupun ternyata kadang salah juga
karena kita masih ngambil adk dari
simak. Setelah adanya sakti yang sudah
satu aplikasi meskipun banyak modul ee
menurut saya masalah yang dihadapi
seperti rekon sudah tidak susah lagi,
namun di level transaksi harus hati-hati
dan runut. seperti di modul komitmen
kita nyatat barang itu bisa belakangan,
tapi kalo di sakti ga bisa kalo kita belum
input di modul komitmen kita gabisa
lanjut ke modul keuangan atau
pembayaran. Nah dengan adanya sakti
ini kita jadi lebih tertib, menjadi lebih
teratur, dan sinkronisasi jadi terjamin.
Meskipun kita bekerja jadi harus lebih
terstruktur mungkin itu yang saya
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rasakan karena ga perlu banyak kontrol
ke beda?2 aplikasi sehingga lebih cepat”.

Berdasarkan  kutipan = wawancara
diatas, dapat dikatan bahwa SAKTI merupakan
sistem yang sangat mendukung proses
integrasi laporan pertanggungjawaban dan
laporan keuangan secara keseluruhan. Aplikasi
SAKTI juga banyak memberikan perubahan ke
arah yang jauh lebih baik sehingga bisa
meningkatkan peforma dalam penyusunan
laporan keuangan dan laporan
pertanggungjawaban. Hal ini juga sesuai
dengan pendapat dari Bapak Arianto selaku
selaku Kepala Bagian Umum dan selaku PPK:

"Saya ga perlu mengontrol lagi, karena
setiap stepnya sudah sesuai alur jadi
saya yakin sudah sesuai prosedur. Terus
keyakinan akan output itu jadi lebih
yakin sebagai ppk. Semenjak ada sakti
juga opini laporannya jadi meningkat
seperti banyak instansi yg memperoleh
WTP dan banyak yg sudah tepat waktu
pelaporannya tercermin saat kita
melakukan rekon. Sebelum ada sakti
saat rekon itu selalu ada unit yang tidak
selesai rekon dan kalau sekarang udah
cepat dalam pengiriman data”.

Kutipan wawancara di atas
menunjukkan bahwa penerapan Aplikasi
SAKTI pada Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat mampu meningkatkan
perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) karena dalam pengelolaan keuangan
dan pertanggungjawabannya sudah
dilaksanakan secara baik dan benar. Adanya
peningkatan  opini  tersebut = semakin
menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi
SAKTI sangatlah tepat.

Tentunya baiknya suatu aplikasi, masih
terdapat harapan lebih dari berbagai pihak
terkait Aplikasi SAKTI sendiri seperti yang
disampaikan oleh Bapak Arief Karna selaku
Analis Pengelola Keuangan APBN Muda dan
Subkoordinator Keuangan:

"Sejauh ini sudah cukup baik, karena
dari segi pelaporan keuangan yang
menjadi output dari aplikasi sakti ini
sudah memenuhi standar akuntansi
pemerintahan, sudah bisa menyajikan
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informasi yang lengkap seperti buku
besar, jurnal setiap transaksi. Berbeda
dengan dahulu, untuk saiba dan simak
dari segi implementasi SAP berbasis
akrual masih kurang karena kita juga
butuh melakukan jurnal manual dan
disakti sudah lengkap tanpa harus
proses manual dan bisa dimonitor dan
tracer secara keseluruhan. untuk
harapan sendiri, terkadang troubleshoot
data bisa diatasi oleh kppn atau
kemenkeu dengan menyediakan menu-
menu yang bisa memudahkan kita untuk
menyelesaikan trouble tersebut atau ada
sebuah panduan (FAQ) yang bisa
dijadikan panduan untuk mengatasi
permasalahan yang muncul khususnya
dari segi aplikasi. So far sudah bagus sih

mungkin  bakal ada penyesuaian
kedepannya.”.
Sistem Pengendalian Internal Atas

Penggunaan SAKTI pada Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat

Sistem pengendalian internal meliputi
struktur organisasi, metode dan ukuran-
ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga
kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan
keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi
dan  mendorong terjadinya  kebijakan
manajemen. Penggunaan aplikasi dalam
pengelolaan data yang dimiliki oleh suatu
instansi tentunya harus diiringin dengan
internal control dari instansi itu sendiri.
Aplikasi SAKTI yang digunakan oleh satker
tentunya sudah memiliki pengendalian
internal yang baik dalam penggunaannya.
Berikut ini merupakan hasil wawancara
dengan Bapak Arianto selaku Kepala Bagian
Umum dan selaku PPK:

"Seperti yg saya bilang tadi jdi lebih
terstruktur dan sistem pembagian kerja
jadi lebih berjalan, pembagian hak user
dan rules masing2 user lebih jelas.
mungkin masih ada penggunaan akun
itu masih didelegasikan tapi itu untuk
kelancaran  jadi  diperlukan kita
laksanakan itu tapi seharusnya itu bisa
kita hindari kalo itu bisa terlibat”.
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Berdasarkan pendapat yang
disampaikan oleh Bapak Arianto tersebut
terlihat bahwa SAKTI merupakan sistem yang
sudah terstruktur dan memiliki sistem
pembagian kerja yang jelas sehingga bisa
pembagian tugas untuk setiap user bisa
berjalan dengan baik. Selain itu juga setiap user
sudah memiliki rules yang jelas baik dari segi
penggunaan maupun cara pengerjaan tugas
mereka masing-masing. Hal ini juga sejalan
dengan wawancara yang dilakukan bersama
Bendahara dari Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat:

"Pengendalian internal dari
penggunaan aplikasi SAKTI ini cukup
baik ya, karena setiap transaksi harus
memiliki kode OTP dari pihak PPK dan
sudah memiliki sistem pembagian tugas
yang jelas antara setiap user, sehingga
tidak ada tumpang tindih dalam
melakukan pekerjaan”.

Pendapat tersebut juga sejalan dengan
statement yang disampaikan oleh Bapak Arief
Karna selaku Analis Pengelola Keuangan APBN
Muda dan Subkoordinator Keuangan yang
menyampaikan secara detail bahwa sudah
terdapat pemisahan fungsi yang sangat baik
dalam Aplikasi SAKTI dan juga SAKTI sendiri
sudah terintegrasi dari proses penginputan

sampai menjadi laporan sehingga bisa
mengurangi human error dalam proses
pembuatan laporan. Berikut merupakan

pendapat yang disampaikan oleh Bapak Arief
Karna selaku Analis Pengelola Keuangan APBN
Muda dan Subkoordinator Keuangan:

"Menurut saya sakti ini sudah terdapat
spi yang baik. pertama, sudah ada
pemisahan fungsi yang jelas seperti
operator  penganggaran,  operator
komitmen,  operator = pembayaran,
pelaporan dan mempunyai user masing2
untuk setiap staff. kedua, sakti
terintegrasi sehingga seluruh transaksi
yang diinput akan menjadi laporan
sehingga tidak ada miss disana. Setiap
proses itu angkanya akan otomatis jadi
laporan berbeda dengan manual yg
masih ada kemungkinan human error
yang menyebabkan lapkeu tidak benar.
Ketiga, banyak fitur otomatisasi di sakti
dengan kita menginput transaksi maka
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kita bisa menarik data tanpa menginput
ulang dan terakhir ada pengelolaan bnm
ada penginputan yang berkaitan dengan
aset yang nantinya otomatis akan
terinput ke laporan seperti neraca, LO,
LPE”.

Berdasarkan  pendapat dari 3
narasumber tersebut terlihat jelas bahwa
penggunaan aplikasi SAKTI sudah sangat tepat,
mengingat sistem pengendalian internal dari
aplikasi SAKTI sendiri sudah sangat baik
sehingga layak untuk digunakan dalam proses
penyusunan laporan keuangan dan laporan
pertanggungjawaban. Sistem pengendalian
internal sendiri merupakan hal yang sangat

penting  untuk  diperhatikan  sebelum
mengadopsi suatu aplikasi dalam penyusunan
laporan keuangan dan laporan
pertanggungjawaban. Dalam hal ini

Kementerian Keuangan sudah sangat baik
dalam merancang aplikasi ini sehingga bisa
mempemudah pekerjaan satker khususnya
perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.
Apabila suatu sistem pengendalian internal
sudah dirancang dengan baik, maka akan kecil
kemungkinan-kemungkinan terjadinya
kecurangan dalam proses penyusunan laporan
keuangan dan laporan pertanggungjawaban
serta bisa menghindari adanya kesalahan-

kesalahan yang fatal dalam  proses
pengerjaannya.

B. Diskusi dan Analisis

Aplikasi SAKTI Menjadi Solusi dalam

Integrasi Laporan Pertanggungjawaban dan
Mampu Meningkatkan Produktivitas

Peraturan Menteri Keuangan No.
171/PMK.05/2021  tentang  Pelaksanaan
sistem SAKTI menyebutkan bahwa Sistem ini
mengintegrasikan proses perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan, serta
pertanggungjawaban anggaran pendapatan
dan belanja. Selain itu juga, Peraturan Menteri
Keuangan tersebut bertujuan untuk untuk
memastikan efisiensi dan transparansi dalam
pengelolaan keuangan negara.

Efisiensi dalam pekerjaan merupakan
hal yang sangat penting mengingat adanya
keterbatasan waktu dalam suatu pekerjaan
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sehingga dibutuhkan sistem yang bisa
memberikan kemudahan untuk mengatasi hal
tersebut. Aplikasi SAKTI merupakan solusi
untuk mengatasi permasalahan efisiensi dalam
pekerjaan penyusunan laporan keuangan dan
laporan pertanggungjawaban. Selain bisa
memperoleh efisiensi dalam pekerjaan,
aplikasi SAKTI juga mampu meningkatkan

proses integrasi laporan keuangan dan
pertanggungjawaban. Mengingat integrasi
dalam laporan keuangan dan laporan

pertanggungjawaban merupakan hal yang
sangat penting untuk mendukung terciptanya
transparansi yang baik dalam proses
penyusunan laporan keuangan dan laporan
pertanggungjawaban.

Pelaksanaan integrasi atas proses
penyusunan laporan keuangan dan laporan
pertanggungjawaban pada Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan melalui
pembagian modul yang harus dipegang oleh
user yang berbeda untuk setiap modulnya.
Dalam penyusunannya sendiri tidak boleh ada
sistem yang didahului, artinya semua sistem
yang dibutuhkan dalam proses penyusunan
laporan keuangan harus dilaksanakan secara
runut dan benar.

Kepala Bagian Umum Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa
Aplikasi SAKTI sangat mempercepat proses
pengerjaan laporan keuangan dan laporan
pertanggunjawaban. Mengingat aplikasi SAKTI
sendiri sudah terintegrasi antar modulnya
sehingga dalam implementasinya bisa
dilaksanakan secara runut dan lebih
menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain itu
juga dengan adanya aplikasi ini penyusunan
laporan keaungan dan laporan
pertanggungjawaban dilaksanakan dengan
lebih tertib sehingga lebih rapi.

Harapannya dengan adanya aplikasi
SAKTI ini penyusunan laporan keuangan bisa
dilaksanakan dengan lebih baik lagi, karena
aplikasi SAKTI sendiri sudah memenuhi
Standar  Akuntansi Pemerintahan yang
berbasis akrual sehingga dalam penyajiannya
sendiri bisa dilaksanakan dengan baik. Namun
tentunya masih dibutuhkan perbaikan yang
lebih baik lagi kedepannya agar aplikasi ini
menjadi lebih  prima seperti proses
maintenance yang harus bisa dilakukan dengan
cepat sehingga bisa mengurangi resiko adanya
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keterlambatan dalam proses pelaporan
keuangan.
Aplikasi SAKTI Mampu Meningkatkan

Sistem Pengendalian Internal dalam Proses
Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Sistem pengendalian internal meliputi
struktur organisasi, metode dan ukuran-
ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga
kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan
keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi
dan  mendorong terjadinya  kebijakan
manajemen. Definisi sistem pengendalian
internal tersebut menekankan tujuan yang
hendak dicapai, dan bukan pada unsur unsur
yang membentuk sistem tersebut, dengan
demikian pengertian sistem pengendalian
internal tersebut diatas berlaku baik dalam

perusahaan yang mengolah sistem
informasinya secara manual, dengan mesin
pembukuan maupun dengan komputer

(Mulyadi, 2011).

Sistem pengendalian internal dapat
mempunyai beberapa pengertian, yaitu sistem
pengendalian internal dalam arti sempit dan
dalam arti luas. Dalam arti sempit, istilah
tersebut sama dengan pengertian internal
check yang merupakan prosedur-prosedur
mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data
administrasi seperti misalnya mencocokan
penjumlahan mendatar (horizontal) dengan
penjumlahan melurus (vertikal). Sedangkan
dalam arti yang luas, sistem pengendalian
internal dapat dipandang sebagai sistem sosial
yang mempunyai wawasan/makna khusus
yang berada dalam organisasi (Eprilsa &
Budiwitjaksono, 2022).

Sistem pengendalian internal yang baik
harus mempunyai struktur pengandalian
internal yang baik pula, yaitu harus
mempunyai prosedur dan tujuan yang jelas.
Tujuan yang jelas disini dimaksudkan bahwa
struktur pengendalian internal suatu instansi
terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-
prosedur yang ditetapkan untuk memberikan
cukup kepastian akan sasaran dan tujuan
perusahaan yang akan dicapai. Aplikasi SAKTI
merupakan salah satu aplikasi yang dirancang
dan dilengkapi dengan sistem pengendalian
internal yang baik mengingat dalam SAKTI
sendiri sudah terdapat system pembagian
kerja yang jelas antar setiap user sehingga tidak
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ada tumpang tindih dalam proses penyusunan
laporan keuangan dan pertanggungjawaban.
Selain itu juga, aplikasi SAKTI juga sudah
memiliki keamanan berupa OTP dalam
penggunaannya yang diberikan langsung oleh
PPK sehingga tidak bisa diakses oleh orang
asing yang berniat untuk melakukan peretasan
data.

Analis Pengelola Keuangan APBN Muda
dan Subkoordinator Keuangan perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Barat berpendapat
bahwa sistem pengendalian internal dari
Aplikasi SAKTI sudah sangat baik. Hal ini
dikarenakan adanya pemindahan fungsi yang
jelas untuk setiap user. Selain itu juga, proses
penginputan transaksi sudah terintergrasi satu
sama lain sehingga mempercepat penyusunan
laporan keuangan dan pertanggungjawaban.
Selain itu juga terdapat keamanan berupa OTP
dalam penggunaan aplikasi SAKTI sehingga
secara keseluruhan Aplikasi SAKTI sudah
sangat baik dalam hal sistem pengendalian
internal. Aplikasi SAKTI juga sudah sesuai
dengan kebutuhan dari satker khususnya
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
dalam proses penyusunan dan pelaporan
keuangan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah
dipaparkan terdapat bebrapa kesimpulan
terkait integrasi pengelolaan keuangan dan

laporan  pertanggungjawaban  melalui
aplikasi SAKTI sebagai berikut:
1) Secara keseluruhan aplikasi SAKTI

sangat membantu dalam meningkatkan
efisiensi pengelolaan keuangan dan
laporan pertanggungjawaban. Selain
itu integrasi dalam proses penyusunan
laporan keuangan terlaksana dengan

sangat baik sehingga bisa
mempercepat proses penyusunan
laporan keuangan dan juga bisa

memberikan kemudahan kepada user
dalam implementasinya.

2) Aplikasi SAKTI sudah dilengkapi
dengan sistem pengendalian internal
yang baik dibuktikan dengan adanya
sistem pembagian fungsi yang jelas
dalam aplikasi tersebut. Kemudian juga
terdapat keamanan berupa kode OTP
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yang harus didapat langsung melalui

PPK sehingga bisa mengurangi
kemungkinan adanya pencurian data
oleh pihak yang tidak

bertanggungjawab.

Setelah melakukan beberapa pengamatan
tentang integrasi pengelolaan keuangan dan
laporan keuangan melalui aplikasi SAKTI
pada perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Barat, peneliti dapat memberikan beberapa
saran yaitu sebagai berikut:

1) Perlunya peningkatan sinyal untuk
mengatasi kendala yang dihadapi oleh
user dalam proses penyusunan laporan
keuangan melalui Aplikasi SAKTL
Walaupun kendala lebih sering muncul
dari pusat terkait maintenance, namun
pihak BPKP Sumatera Barat harus
melakukan tindakan preventif untuk
mengatasi hal tersebut dengan
menyediakan sinyal yang lebih baik lagi
sehingga jika sistem normal proses
input data bisa dilaksanakan lebih
cepat lagi.

2) Bagi peneliti berikutnya, diharapkan
mampu untuk bisa mengembangkan
lagi penelitian ini dengan cara melihat
bagaimanan integrasi laporan
keuangan dan laporan
pertanggungjawaban melalui aplikasi
SAKTI pada satker lain yang juga

menggunakannya.
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